SEKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KECAMATAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 1 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KECAMATAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 150 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan.
· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1984 Perindustrian; UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah DKI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi.



- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;

3. Kedudukan dan Tugas;

4. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

5. Ketentuan Penutup

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2011.
PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR  PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Budi Daya Perikanan.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2011.
RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 3 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Pes/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2011.
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 4 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 51 Peraturan Gubernur No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda  Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 106 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2011.

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA PEKERJAAN UMUM

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 5 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA PEKERJAAN UMUM

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 74 Peraturan Gubernur No. 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Perauran Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2011.

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 6 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 199 Tahun 2009, perlu mengembangkan pendidikan nonformal; Untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri. 

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007;  Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 199 Tahun 2009.


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Fasilitas;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan di Jakarta 4 Januari 2011.

PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 7 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Kota Tua. 

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2011.

UNIT PENGELOLA MUSEUM BAHARI
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM BAHARI
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Bahari. 

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2011.

UNIT PENYELIDIKAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 9 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELIDIKAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 74 Peraturan Gubernur No. 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Perauran Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2011.

BALAI KONVERSI

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 11 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONVERSI

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Perda No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Pergub No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Pergub tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Konversi.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2011.

PENJABARAN APBD TA 2011

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 13 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;

· Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir   dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:



APBD TA 2011 terdiri atas:

1. Jumlah Pendapatan


Rp26.079.200.674.665,00

2. Jumlah Belanja


Rp27.875.807.120.065,00

Surplus/(Defisit)



(Rp1.796.606.445.400,00)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan


Rp2.428.534.745.400,00

b. Pengeluaran


Rp   631.928.300.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto


Rp1.796.606.445.400,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
   
 Rp0,00

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2011.
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 111 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Sesuai Pasal 149 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2011.

UMSP TAHUN 2011

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 17 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011.

· Dasar Hukum : UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 8 Tahun    1981 tentang Perlindungan Upah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum; Keputusan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi No. Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan DKI Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 196 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:


Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut; 

a. bangunan dan pekerjaan umum;

b. kimia, energi dan pertambangan;

c. logam, elektronik dan mesin;

d. otomotif;

e. asuransi dan perbankan;

f. makanan dan minuman;

g. farmasi dan kesehatan;

h. tekstil, sandang dan kulit;

i. pariwisata; dan

j. telekomunikasi.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2011.

E-AKTA - FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 18 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN ELEKTRONIKA AKTA (E-AKTA) PADA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK 
:  
-  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana serta dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian dengan data karakteristiknya beserta penyebabnya yag diperoleh melalui fasilitas kesehatan masyarakat sekaligus mencapai Jakarta bebas akta Tahun 2011, perlu memberikan kemudahan kepada penduduk untuk segera mencatat kelahiran dan kematian pada saat peristiwa penting sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pelayanan Elektronika Akta (e-Akta) pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat.
· Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008;  UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No. 15 Tahun 2010 No. 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 169 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Tujuan dan Sasaran;

3. Ruang Lingkup;

4. Pelaksanaan Pelayanan;

5. Tugas dan Tanggung Jawab;

6. Persyaratan dan Tata Cara Pelaporan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

7. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil data;

8. Pengawasan dan Monitoring;

9. Pembiayaan;

10. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2011.

URAIAN JABATAN - DINAS PELAYANAN PAJAK

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 19 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR  PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai; Dalam rangka kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pembinaan kepegawaian perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan Dinas Pelayanan Pajak.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Negara dan Aparatur Negara No. KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Ruang Lingkup;

3. Pemanfaatan;

4. Monitoring dan Evaluasi;

5. Ketentuan Penutup

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2011.

URAIAN JABATAN - DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 20 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG URAIAN JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mengoptimalisasikan kinerja setiap pegawai; Dalam rangka tertib penyelenggaraan pembinaan kepegawaian dan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan Dinas Perindustrian dan Energi.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Negara dan Aparatur Negara No. KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Ruang Lingkup;

3. Pemanfaatan;

4. Monitoring dan Evaluasi;

5. Ketentuan Penutup

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2011.

UJIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TP 2010/2011 - JUKNIS
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 21 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa pengaturan kriteria kelulusan pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional serta pengaturan mengenai Ujian Sekolah Berstandar nasional mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2011 serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.1/754/2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dt.I.II/PP.00/09/2011, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Sekolah/Madrasah, dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran 2010/2011.
· Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah; Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagimana telah diubah terakhir dengan Permendiknas No. 6 Tahun 2007; Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Penilaian Pendidikan; Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Keahlian dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar    dan Menengah; Permendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011; Permendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011; Permendiknas No. 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011; Keputusan Menteri Agama No. 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah; Keputusan Menteri Agama No. 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah; Peraturan Menteri Agama No. 370 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah; Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam; Keputusan Menteri Agama No. 373Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/754/2010 tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP dan SMA/SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dt.I.II/PP.00/09/2011; Keputusan BSNP No. 149/SK-POS/BSNP/XII/2010 tentang Prosedur Operasional Standar Pencetakan Bahan Ujian Nsional SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011; Keputusan BSNP No. 148/SK-POS/BSNP/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengan Kejuruan; Keputusan BSNP No. 0152/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa tahun Pelajaran 2010/2011; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2007 tentang Akriditasi Sekolah Madrasah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan.


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1.Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Fungsi;

3. Penyelenggaraan;

4. Penyelenggara ujian; 

5. Tugas dan Tanggungjawab Penyelenggara;

6. Hak dan Persyaratan Peserta Ujian;

7. Pendaftaran Peserta;

8. Naskah UN, US/M dan USBN PAI;

9. Pelaksanaan UN, US/M dan USBN PAI;

10. Kelayakan Ruang UN, US/M dan USBN PAI;

11. Pengawas Ruang;

12. Tata Tertib;

13. Pemeriksaan Hasil UN;

14. Kriteria Kelulusan;

15. Kelulusan;

16. Penerbitan Ijazah;

17. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;

18. Pembiayaan;

19. Peserta UN Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi;

20. Sanksi;

21. Ketentuan Penutup. 

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2011.

DISPENSASI PELAYANAN AKTA LAHIR, KK DAN KTP - PERUBAHAN KETIGA 
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 22 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa sampai dengan 31 Desember 2010 ternyata masih banyak penduduk Provinsi DKI yang belum memperoleh dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 474.1/2218/SJ hal Rencana Strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
· Dasar Hukum : UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 35 Tahun 2007; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi dan Informasi Kependudukan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 49 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2011.

HIBAH/BANSOS – PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 23 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa tata cara pelaksanaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Sosial pada APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan; Berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 133 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2004 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; Permenkeu No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Maksud dan Tujuan;

3. Pengalokasian; 

4. Pemberian; 

5. Mekanisme;

6. Laporan dan Pertanggungjawaban;

7. Audit;

8. Pengawasan;

9. Larangan;

10. Pembiayaan;

11. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2011.

UNIT PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 25 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan hidup Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP No. 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2004 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bada Pengelola Lingkungan Hidup.


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peraltan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2011.

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PENGHARGAAN 
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 28 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Perda No. 8 Tahun 2006, perlu menetapkan Pergub tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


-
Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; PP No. 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru; Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 124 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan PAUD; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah, Madrasah dan Pendidikan Luar Biasa; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekda.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Bentuk penghargaan;

3. Persyaratan;

4. Prosedur Penilaian;

5. Tim Penilai;

6. Pemberian Penghargaan Berulang;

7. Pemberian dan Pemakaian;

8. Pencabutan;

9. Pembinaan;

10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2011.
UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 29 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah. Sehingga dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemungutan, perlu melaksanakan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dengan menetapkan Pergub tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2010 tentang Parkir; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Pelayanan Cepat;

7. Tata Kerja;

8. Kepegawaian;

9. Keuangan;

10. Aset;

11. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

12. Pelaporan dan Akuntabilitas;

13. Pengawasan;

14. Ketentuan Peralihan;
15. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2011.
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 30 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Pergub No. 55 Tahun 2009 dan Pergub No. 56 Tahun 2009, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Perda No. 10 tahun 2008 dan Pasal 42 Pergub No. 34 Tahun 2009, perlu menetapkan Pergub tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Pelayanan Cepat;

7. Tata Kerja;

8. Kepegawaian;

9. Keuangan;

10. Aset;

11. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

12. Pelaporan dan Akuntabilitas;

13. Pengawasan;

14. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2011.
APBD – TATA CARA PELAKSANAAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 37 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa sesuai Pergub No. 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 174 Tahun 2009, telah diatur Tata Cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta; serta dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan perubahan Pergub tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD.

· Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPD; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document); Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 32 Tahun 2008 tentang Kode Rekening APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 185 Tahun 2010. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:



1. Ketentuan Umum;



2. Umum; 



3. Struktur APBD;



4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 



5. Pelaksanaan APBD;



6. Pengendalian dan Pengawasan;



7. Sanksi;



8. Ketentuan Lain;



9. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2011.

TUNJANGAN KINERJA DAERAH 

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 38 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa Peraturan Gubernur No. 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 41 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan, setelah dilakukan evaluasi secara komperhensif perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga perlu menetapkan Pergub tentang Tunjangan Kinerja Daerah.



-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Tujuan;

3. Ruang lingkup, peringkat dan besaran,s erta tambahan TKD;

4. PNS dan CPNS yang tidak diberikan TKD;

5. PemberianTKD;

6. Mekanisme pembayaran;

7. Pajak dan potongan TKD;

8. Sistem informasi e-TKD;

9. Pengawasan dan pengendalian;

10. Monitoring dan evaluasi;

11. Sanksi;

12. Alokasi Anggaran;

13. Ketentuan lain-lain;

14. Ketentuan penutup. 
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011

· Ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2011
